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BAB |
PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

Pegawai negeri sipil yang saat ini disebut sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN) mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya, Hal ini sejalan dengan amanat UU No.5 Tahun 2014
Tentang aparatur sipil Negara yang menjelaskan tugas dan fungsi ASN
sebagai: 1) Pelaksana kebijakan publik, 2) Pelayan publik, 3 ) Perekat
dan pemersatu bangsa. Sehingga pelaksanaan diklat pola baru
mengarahkan peserta diklat untuk memahami betul tugas dan fungsinya
di lingkungan kerja. Pemahaman ini dibangun melalui mata diklat yang
terakumulasi dalam kata ANEKA yaitu ; 1) Akuntabilitas, 2) Nasionalisme,
3) Etika Publik, 4) Komitmen Mutu, 5) Anti Korupsi.

Perubahan terkait kinerja Aparatur Sipil Negara saat ini merupakan
suatu keharusan jika disandarkan dengan perkembangan dan tuntutan
good governance, yaitu profesionalisme, akuntabilitas, penegakan etika
dan moral dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada dasarnya,
Good governance diarahkan untuk mengimplementasikan tata kelola
pemerintahan yang ideal. Maka, kompetensi Aparatur Sipil Negera yang
memiliki kompetensi tinggi menjadi variabel penting dalam rangka
melaksanakan tata kelola pemerintahan yang ideal dan berorientasi pada
pelayanan. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan manajemen sumber
daya aparatur sipil negara yang baik guna mengimplemetasikan hal
tersebut.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah dalam pengembangan sumber daya
manusia aparatur negara agar memiliki profesionalitas kinerja,
Pemerintah mengeluarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



Negeri. Undang — Undang ini juga mengedepankan tentang kualifikasi,
dan kompetensi yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negeri  untuk
melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan selaras
dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Aparatur
Sipil Negeri yang umum disebut sebagai birokrat saat ini merujuk kepada
sebuah profesi pelayanan publik yang harus memiliki kualifikasi dan
kompetensi guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
yang lebih baik sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Setiap CPNS wajib untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada satuan kerja
masing-masing. Sebelum mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut, peserta
menginternalisasi nilai-nilai dasar profesi PNS dalam proses latihan
dasar, hal ini merupakan penerapan kurikulum baru sesuai dengan
peraturan kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 38 tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan CPNS Golongan lll. Sistem ini menuntut setiap peserta diklat
untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS, yaitu
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, komitmen mutu, dan Anti
Korupsi yang disingkat menjadi ANEKA.

Melalui proses pembelajaran ini, setiap peserta Diklat Latsar harus
dapat menemukan dan mengungkapkan makna dibalik penerapan nilai-
nilai dasar tersebut pada setiap pelaksanaan kegiatan yang telah
dirancangkan yang akan dilaksanakan di unit kerja masing-masing.



VISI MISI BIRO PROTOKOL

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan
Sekretariat Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Biro Protokol mempunyai
tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan
Badan Keahlian.

) :,f::il dari Pimpinan Tinggi Pratama Biro Protokol adalah
“Terwujudnya penyelenggaraan dukungan keprotokolan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian secara Profesional”

b. Misi

Sedangkan Misi dari Biro Protokol adalah :

1. Terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam acara
Pimpinan, Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Sekretariat
Jenderal, dan Badan Keahlian.

2. Terselenggaranya dukungan keprotokolan kepada Pimpinan,
Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia serta Sekretariat Jenderal, dan
Badan Keahlian di bandara.

3. Terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam upacara
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal, dan Badan Keahlian.

4. Terselenggaranya penyaluran delegasi masyarakat dan
penyelenggaraan urusan logistik keprotokolan.



c. Struktur Organisasi
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d. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Humas dan Protokol
Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil disebutkan pada Pasal 1 poin 3 bahwa



Sasaran Kinerja Pegawai adalah rencana kinerja dan target yang

akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Tugas pokok jabatan Analis Humas dan Protokolan sebagai
berikut :

1.

Menyusun kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala
Bagian.

Menyusun tata urutan acara di dalam penerimaan tamu atau
kegiatan upacara dalam kategori acara atau upacara dengan
kompleksitas tinggi.

Menata tempat acara atau tempat upacara berdasarkan
ketentuan keprotokolan untuk kelancaran pelaksanaan acara
atau upacara dalam kategori acara atau upacara dengan
kompleksitas tinggi.

Menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan
di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.

Melaksanakan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal
terkait pelaksanaan acara atau upacara dalam kategori acara
atau upacara dengan kompleksitas tinggi.

Melaksanakan tugas sebagai pembawa acara pada acara atau
upacara dalam kategori acara atau upacara dengan
kompleksitas tinggi.

Mengantar dan menjemput Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan tamu dalam acara Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan
Keahlian berdasarkan perintah atasan agar tepat sampai
tujuan dalam kategori acara dengan kompleksitas tinggi.



8. Memandu kunjungan tamu (rombongan) untuk bertemu
dengan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sesuai jadwal yang ditentukan agar
kunjungan berjalan lancar.

9. Menyusun laporan jumiah kegiatan penerimaan tamu pada
acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Sekretariat Jenderal, dan Badan Keabhlian.

10. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai
laporan kinerja

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis

Berdasarkan uraian tugas pokok diatas, dan dengan
kesepakatan antara penulis dan pejabat penilai maka Sasaran
Kinreja Pegawai yang telah disetujui ialah membuat laporan
kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai laporan kinerja.
Membuat laporan tersebut dilaksanakan setiap kegiatan
penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat yang dating ke
DPR RI baik bersurat maupun tidak bersurat, dan juga terjadwal
maupun tidak tidak terjadwal.

2. KONDISI SAAT INI
Penulis pada bagian ini akan menjelaskan kondisi yang ada di
bagian upacara dan penyaluran delegasi masyarakat. Beberapa hal
ini merupakaan kondisi yang ada di bagian upacara dan penyaluran
delegasi masyarakat.
a. Belum tersedianya Kerangka Acuan Kerja terkait Surat
Permintaan MC (pembawa acara)
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Kerangka acuan kerja terkait surat permintaan MC
menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan bagaimana
suatu acara dipandu secara runtut agar dapat berjalan dengan
baik. Banyak kegiatan-kegiatan Ketua dan Wakil Ketua yang
membutuhkan MC (pembawa acara). Tak hanya kegiatan
pimpinan, kegiatan bagian lain pun sering kali melibatkan
peranan MC di dalamnya. Bagian Upacara dan Penyaluran
Delegasi Masyarakat yang sering mendapatkan permintaan MC
tersebut.

Belum optimalnya pelayanan penerimaan dan penyaluran
delegasi masyarakat di DPR RI.

DPR RI sebagai representasi dari rakyat, tentu
membutuhkan aspirasi rakyat sebagai modalnya. Lewat aspirasi
rakyat tersebutlah pembangunan, penyelesaian sengketa dan
lain-lain menjadi masukan bagi Anggota Dewan dalam
menyuarakan pendapatnya. Maka aspirasi rakyat menjadi
penting dalam menciptakan DPR RI yang lebih dekat dengan
masyarakat.

Sebagai unsur pendukung administrative maupun
substantif, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
tentu melakukan upaya menjaring aspirasi tersebut terutama
bagi masyarakat yang datang langsung ke DPR RI. Masyarakat
yang datang langsung ke DPR RI tentu beragam, baik yang
sudah membawa surat maupun yang tidak membawa surat.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tentu
mempunyai tugas untuk mengakomodir aspirasi yang masuk
tersebut. Sebagai Aparatur Sipil Negara, tentu salah satu fungsi
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nya adalah terkait pelayanan. Masyarakat yang datang tentu
beragam keperluan dan beragam pula asalnya. Maka, perlu
beragam cara pula dalam pendekatan terhadap delegasi
masyarakat yang datang.

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,
bagian upacara dan penyaluran delegasi masyarakat dirasa
penulis belum memberikan pelayanan yang optimal. Disamping
terkait dengan tupoksi anta bagian di DPR RI yang begitu tipis.
Dalam hal penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat di
Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat masih
bertumpu oleh Kasubbag Penyaluran delegasi masyarakat dan
juga analis humas dan protokol yang hanya berjumlah satu
orang saja.

Kemampuan komunikasi tentu menjadi permasalahan
utama dalam menerima delegasi masyarakat. Untuk beberapa
hal di internal mungkin banyak staf di bagian upacara dan
penyaluran delegasi masyarakat yang tahu dan bias
menjelaskan. Namun, hal tersbut tentu berbeda jika terjun
langsung menemui masyarakat yang ada dilapangan. Maka,
perlunya pengoptimalan dalam penerimaan dan penyaluran
delegasi masyarakat menjadi poin penting yang di angkat dalam
tulisan ini.

Belum optimalnya penggunaan alat-alat digital dalam koordinasi
keprotokolan

Dalam menjalankan tuga keprotokolannya, petugas
protokol dilapangan sering menemui kendala dalam hal
berkomunikasi terutam masalah sandi-sandi yang digunakan.
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3. KONDISI YANG DIHARAPKAN

a. Tersedianya Kerangka Acuan Kerja terkait Permintaan MC
(Pembawa acara) supaya dalam hal administratif menjadi jelas alur
diposisinya.

b. Optimalnya panduan terkait penyaluran delegasi masyarakat guna
mempermudah kinerja analis humas dan protokol dalam
menjalankan tugas penerimaan deleasi masyarakat. selain itu juga,
Analis Humas dan Protokol dapat dengan mudah mengetahui
langkah-langkah dalam menerima delegasi masyarakat

c. Terlaksananya keselarasan yang optimal dalam hal pengetahuna
terkait sandi yang digunakan dalam pola hubungan khususnya
dalam penggunaan HT.

4. IDENTIFIKASI ISU

Berdasarkan pengamatan slama beberapa bulan bekerja di Bagian
Upcara dan Penyaluran Delegasi masyarakat, penulis menemukan
beberapa isu yang layak di bahas pada kegiatan aktualisasi ini. Dalam
rancangan aktualisasi ini penulis mengangkat beberapa isu yang
merupakan hasil dari pengamatan dan diskusi dengan rekan kerja di
Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat. Dengan kondisi
yang telah disebutkan maka isu yang akan diidentifikasi adalah sebagai
berikut :

a. Belum tersedianya Kerangka Acuan Kerja terkait permintaan MC
(Pembawa Acara) oleh bagian lain kepada Bagian Upacara dan
Penyaluran Delegasi Masyarakat (PDM).
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b. Belum optimalnya pelayanan Penerimaan Delegasi masyarakat pada
Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

c. Belum optimainya penggunaan alat-alat digital dalam koordinasi
keprotokolan

5. TEKNIK ANALISIS USG

Metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) merupakan
salah satu cara menetapkan prioritas masalah dengan
mempertimbangkan seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas.
Kemudian seberapa serius isu tersebut harus dibahas sehingga tdak
menimbulkan masalah yang lain. Dan juga, dseberapa mungkin isu

tersebut berkembang kearah yang buruk.

1 | Belum tersedianya Kerangka | 3 |
' Acuan Kerja terkait permintaan MC !
(Pembawa Acara) oleh bagian lain |
kepada Bagian Upacara dan
' Penyaluran Delegasi Masyarakat |
(PDM).

fAIasan : dengan banyaknya
I‘permintaan MC kepada Bagian

|

Upacara dan penyaluran Delegasi
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masyarakat, maka kerap kali
permintaan MC tersebut
menemukan beberapa kendala
baik secara informal maupun juga
adminstratif

Belum  optimalnya pelayanan
Penerimaan  dan Penyaluran
Delegasi masyarakat pada Bagian
Upacara dan Penyaluran Delegasi
Masyarakat

Alasan : Pelayanan Penerimaan
dan Penyaluran Delegasi
Masyarakat menjadi salah satu
wajah birokrasi Sekretariat
Jenderal dan Badan keahlian DPR
RI dalam hal pelayan. Maka, sudah
sepatutnya  keterampilan  dan
kemampuan dalam hal Penerimaan
dan penyaluran delegasi
masyarakat di perhatikan.

13

Belum optimainya penggunaan
alat-alat digital dalam koordinasi
- keprotokolan.

| Alasan : dalam menajalankan tugas

10
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keprotokolan nya, petugas protokol | |
dihadpkan dengan penggunaan HT 5
| dalam berkoordinasi di lapangan. ‘
| Terkadang, penggunaan HT J
menemui kendala dimana belum
adanya penyeragaman dalam hal {
berkomunikasi  terlebih  terkait |

' sandi-sandi yang digunakan.

Ket ‘:

U : Urgency

S : Seriousness
G : Growth

Dalam menentukan prioritas masalah kami lakukan dengan
menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth).
Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas
masalah dengan metode teknik sciring 1-5 dan dengan
mempertimbangkan tiga komponene dalam metode USG.

Berdasarkan metode penapisan isu menggunakan metode USG
maka diperoleh Isu Kedua yaitu “Belum optimalnya pelayanan
Penerimaan Delegasi masyarakat pada Bagian Upacara dan
Penyaluran Delegasi Masyarakat”. Isu belum optimainya pelayanan
Penerimaan Delegasi masyarakat pada Bagian Upacara dan
Penyaluran Delegasi Masyarakat menjadi isu yang terpilih untuk
diangkat dalam tulisan ini. Adapun pembahasan terkait pendekatan
USG dengan isu yang pilih adalah sebagai berikut:

e Urgency
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Urgency adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas bila
dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan
waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu
tersebut. Karena Isu pelayanan penerimaan dan penyaluran delegasi
masyarakat berkaitan langsung dengan masyarakat, maka isu ini
menjadi isu yang mendesak untuk bahas. Karena bersentuhan
langsung dengan masyarakat, maka pelayanan ini menjadi wajah dari
Sekretariat Jenderal dan badan keahlian DPR Rl dalam hal
pelayanan. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal pelayanan terhadap
masyarakat diupayakan secepat mungkin demi terciptanya pelayanan
yang prima.

Seriousness

Seriousness adalah seberapa isu tersebut perlu dibahas bila
dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan
masalah yang menimbulkan isu terebut atau akibat yang
menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu
tidak diperhatikan. Kaitannya dengan penerimaan dan penyaluran
delegasi masyarakat, dalam hal seriousness menjadi sangat tinggi.
Masyarakat yang datang ke DPR RI sangatlah banyak, hal ini
dikarenakan DPR RI sebagai representasi dari masyarakat. Oleh
karena itu, pelayanan terhadap penerimaan dan penyaluran delegasi
masayrakat menjadi isu yang serius. Dengan pelayanan yang baik,
wajah dari birokrasi khususnya Sekretariat Jenderal dan badan
keahlian DPR RI menjadi semakin baik pula.
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e Growth

Growth adalah seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut
menjadi berkembang bila dikaitkan dengan kemungkinan maslaha
penyebab isu akan semakin memburuk bila dibiarkan. Dalam hal
pelayanan penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat, dengan
pelayanan yang baik diharapkan hal tersebut dapat membuat citra
positif bagi masayrakat yang datang langsung ke DPR RI. apabila hal
pelayanan tidak diperbarui dan tidak berkembang, maka
permasalahan tersebut dapat menjalar keranah citra DPR RI yang
tertutup dan tidak dapat mengakomodir suara-suara masyarakat.

6. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Dalam mengatasi permasalahan belum optimainya pelayanan
penerimaan delegasi masyarakat. penulis mempunyai gagasan
pemecahan isu yaitu panduan dan checklist terkait penerimaan delegasi
masyarakat.

Panduan penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat yang
akan dicoba untuk diaktualisasikan dalam habituasi berisi terkait dengan
pedoman yang dapat digunakan dalam penerimaan dan penyaluran
delegasi masyarakat. Pada panduan tersebut penulis akan mencoba
untuk mengisi dukungan terkait dengan pengetahuan ke DPRan mulai
dari Alat Kelengkapan Dewan hingga pengetahuan terkait denah
keDPRan supaya apabila jumlah delegasi yang datang bersamaan
maka, dapat dibantu oleh jabatan lain selain Analis Humas dan Protokol
agar penerimaan dan penyaluran delegasi masih bisa tetap berjalan
dengan baik.
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Kaitannya dengan Checklist, hal ini dapat berguna dalam proses
pelaporan kerja dari Analis Humas dan Protokol maupun jabatan lain
yang membantu tugas dan fungsi dari Analis Humas dan Protokol.

Pada checklist tersebut Penulis merencanakan checklist berisi :
Tanggal penerimaan
Nama :

Asal delegasi:
Jumlah delegasi :
Permasalahan :

Penerima Delegasi :

I U

Analisis :

Dengan checklist ini diharapkan Analis Humas dan Protokol
maupun jabatan lain yang menerima dapat menyalurkan secara tepat
kepada bagian-bagian yang memiliki kewenangan yang diharapkan. Hal
tersebut juga berguna dalam pengadministrasian yang lebih baik.

. TUJUAN

Tujuan dibuatnya rancangan aktualisasi ini adalah tersedianya
panduan dan checklist terkait penerimaan dan penyaluran delegasi
masyarakat yang nantinya dapat digunakan sebagi pedoman Analis
Humas dan Protokol dalam menghadapi delegasi masyarakat.

. MANFAAT

Terdapat beberapa manfaat dalam pembuatan rancangan
aktualisasi ini yaitu menjadi panduan Analis Humas dan Protokol dalam
menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Dapat menjadi panduan bagi Analis Humas dan Protokol yang akan
melaksanakan tugasnya.

2. Menghindari kesalahan dalam penyaluran delegasi masyarakat.
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3. Jelasnya persamaan perlakuan bagi masyarakat yang akan datang
dan bertemu dengan Anggota DPR RI.
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BAB Il
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja Bagian Upacara dan PDM
a. Belum tersedianya Kerangka Acuan Kerja terkait
permintaan MC (Pembawa Acara) oleh bagian lain kepada
Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat
(PDM).
Identifikasi Isu b. Belum optimainya pelayanan Penerimaan Delegasi
masyarakat pada Bagian Upacara dan Penyaluran
Delegasi Masyarakat
c. Belum optimalnya penggunaan alat-alat digital dalam
koordinasi keprotokolan
Isu yang Belum optimainya pelayanan Penerimaan Delegasi
masyarakat pada Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi
Diangkat Masyarakat
Gagasan Membuat panduan dan checklist penerimaan delegasi

Pemecahan Isu

masyarakat
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Kegitan dan tahapan

bermusyawarah dengan‘
jajaran unit upacara dan ‘\
PDM agar menghindari
kesalahan dalam |
pembuatan pedoman dan ‘

checklist penyaluran |

Kontribusi
No Kegiata Tah Kegiatan Qutput/Hasil R S Terhadap Visi PAOGUE. 1)
s atan ahapan s
- o Mata Pelatihan ¥ Organisasi
Misi Organisasi
1 Rapat dengan |1. Penjadwalan waktu | 1. Undangan Rapat . Nilai akuntabilitas: nilai | Berkontribusi 1. Akuntabel:
jajaran Bagian rapat ke bagian TU 2. Daftar hadir . ' terhadap misi tercermin dalam
Upacara dan |2. Pembuatan kegiatan rapat akuntabel dibuktikan | gico brotokol nilai akuntabilitas
Penyaluran Undangan Rapat 3. Laporan singkat penulis dengan membuat | yaitu ASN, dimana
Delegasi 3. Pelaksanaan rapat hasil rapat : | terselenggaranya kegiatan ini
Masyarakat |4. Pembuatan laporan pertanggungjawaban | penyaluran dapat
singkat hasil rapat yang dapat penulis | delegasi dipertanggungja
. masyarakat dan wabkan oleh
pertanggungjawabian, | penyelenggaraan penulis dengan
seperti undangan, daftar | urusan logistik membuat
; . | keprotokolan undangan,
hadir dan lapsing yang| lapsing, i
membuktikan jika penulis | daftar hadir.
benar-benar | 2. Profesional:
melaksanakan rapat. | penuks
. Nasionalisme: Terutama MeRgijean
tercermin dari nilai sila | Hagiatan n
yang keempat yaitu 1 dengan
musyawarah dan | mengedepanian
o Penulis nilai professional

dimana penulis
mengutamakan
kepentingan
organisasi
terlebih  dahulu,

dibandingkan
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4, Komitmen Mutu:

Peran dan Kedudukan

delegasi masyarakat.

. Etika Publik: Tercermin |

dalam sikap penulis
dalam berdiskusi dalam
rapat yang |
mengedepankan  sikap
sopan dan santun dalam
mengemukakan }
pendapat terkait proses'

yang akan dilakukan
dalam pembuatan
pedoman dan checklist. i

Tercermin dalam kualitas
diskusi rapat yang
diarahkan penulis sesuai
dengan mutu yang ingin
dicapai dan fokus
sehingga target rapat
dapat terlaksana

ASN

1. Pelayanan  Publik:
Tercermin dalam kegiatan

ini yang merupakan sebuah |

kegiatan yang menunjang

pelayanan  bagi publik.i

dengan
kepentingan
pribadi dalam
berdiskusi
dengan  mentor

dalam
menentukan
materi mana
yang akan dipilih.
Integritas: nilai
integritas

tercermin dari
kegiatan ini,
dimana penulis
melakukan
kegiatan
pengumpulan
materi ini secara
konsisten.
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Dimana pedoman  dan |
checklist penyaluran |
delegasi masyarakat t

nantinya akan digunakan |

untuk kepentingan

masyarakat luas yang akan |
dating ke DPR RI. .
2. Whole of Government: |

Dalam rapat intemal yangl’

dilakukan oleh penulis,}

terdapat kerjasama yang |
dilakukan antara penulis |
dengan atasan, ataupun i
sesame pegawai di Bagian |

Upacara dan PDM. |

Mengumpulka
n materi-
materi  terkait
DPRRI

1

Mengumpulkan
dan meminta
materi terkait
pembuatan
pedoman
checklist
penyaluran
delegasi
masyarakat.

dan

Membaca materi
terkait
pembuatan

SOP
Delegasi Masyarakat

Penyaluran

a. Nilai

akuntabilitas: T Berkontribusi

. . terhadap misi
Tercermin dari tahapan Biro Protokol
permintaan dan | yaitu

. | terselenggaranya
pengumpulan materi, ‘ penyaluran
yaitu menggunakan A delegasi
. masyarakat dan
literatur yang sumbernya ' penyelenggaraan
dapat urusan logistik
dipertanggungjawabkan. ‘ KEpIioK0Ian

b. Nilai nasionalisme: |

Akuntabel: tercermin
dalam nilai
akuntabilitas ASN,
dimana kegiatan ini
dapat
dipertanggungjawabk
an oleh penulis
dengan membuat
undangan, lapsing,
dan daftar hadir.
Profesional: penulis
mengerjakan kegiatan
ini dengan
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penyaluran
delegasi
masyarakat.

Pengumpulan  materi |
juga dilakukan dengan |
berkoordinasi  dengan |
mentor sehingga juga

memiliki nilai |
nasionalisme ‘
khususnya sila ke ‘

empat, yaitu |
musyawarah dan |

1
mufakat. ‘

. Nilai etika publik:

Tercermin dalam sikap;

penulis dalam |
berdiskusi dengan |
mentor, penulis |

mengedepankan sikap'\
sopan dan  santun |
dalam membuat janji]
dan berdiskusi |
mengenai bahan apa |
saja  yang  akan |
dijadikan materi dalam!

pembuatan  pedoman l
dan checklist. \

Peran dan Kedudukan
ASN: |
a. Pelayanan Publiﬂ

mengedepankan nilai
professional dimana
penulis
mengutamakan
kepentingan
organisasi terlebih
dahulu, dibandingkan
dengan kepentingan
pribadi dalam
berdiskusi dengan
mentor dalam
menentukan materi
mana yang akan
dipilih.

Integritas: nilai
integritas  tercermin
dari kegiatan ini,
dimana penulis
melakukan kegiatan
pengumpulan materi
ini secara konsisten.
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Tercermin dalam |
kegiatan ini  yang |
merupakan sebuah ’
kegiatan yang |
menunjang pelayanan l
bagi publik. Dimana
pedoman dan checklist !
penyaluran delegasi ‘
masyarakat  nantinya '

akan digunakan untuk |
kepentingan i
masyarakat luas yang |
akan datang ke DPR‘I

RI.

Pembuatan
Desain
Panduan dan
Checklist

1. Membuat konsep
desain Panduan dan
Checklist penyaluran
delegasi masyarakat
dengan menggunakan
MS. Word.

2. Membuat konsep
desain Panduan dan
Checklist penyaluran
delegasi masyarakat
dengan  menggunakan
Canva.

1. Desain Panduan
dan Checklist
penyaluran delegasi
masyarakat dengan
menggunakan MS.
Word

2. Desain Panduan
dan Checklist
penyaluran delegasi
masyarakat dengan
menggunakan
Canva.

a.

b.

Nilai akuntabilitas:
Tercermin dari tahapan
baik
menggunakan MS. Word
yang
dapat

membuat desain,

ataupun Canva,

penulis
pertanggungjawabkan. |
Nilai nasionalisme: ]
Pengumpulan materi juga |
dilakukan
berkoordinasi

mentor sehingga juga l

dengan'
dengan |

| urusan

Berkontribusi
terhadap
Biro
yaitu
terselenggaranya
penyaluran
delegasi
masyarakat dan
penyelenggaraan
logistik
keprotokolan

misi
Protokol

a. Akuntabel:
tercermin dalam
nilai akuntabilitas

ASN, dimana
materi yang
dikumpulkan
dalam kegiatan
ini dapat
dipertanggungjaw
abkan oleh
penulis.
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memiliki nilai |
nasionalisme khususnya |
sila ke empat, Vyaitu |
musyawarah dan |
mufakat. |
c Nilai etika publik: ‘
Tercermin dalam sikap ‘
penulis dalam berdiskusi ‘
dengan mentor, penulis!
mengedepankan  sikap |
sopan dan santun dalam |
membuat  janji dan |

berdiskusi mengenai !

bahan apa saja yang '
akan dijadikan materi |
dalam pembuatan |
pedoman dan checklist.
d. Komitmen mutu: 1
kegiatan ini  sangat |
mengedepankan nilai J
komitmen mutu karena |
dengan pengerjaan yang ‘
efektif dan efisien, mutu |
desain yang baik akan |
dihasilkan. Komitmen ‘J
mutu juga dijaga dengan ’
mendiskusikan desain |

b. Profesional.

penulis
mengerjakan
kegiatan ini
dengan
mengedepankan

nilai professional
dimana penulis
mengutamakan
kepentingan
organisasi
terlebin  dahulu,
dibandingkan
dengan
kepentingan
pribadi dalam
berdiskusi
dengan  mentor
dalam
menentukan
materi mana
yang akan dipilin.

. Integritas: nilai

integritas

tercermin dari
kegiatan ini,
dimana penulis
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pedoman dan checklist |
penyaluran |
masyarakat

mentor.

delegasi
dengan!

Kedudukan |
|

Peran dan
ASN
a. Pelayanan

Tercermin

Publik:
dalam |
yang

kegiatan ini |
sebuah

merupakan
kegiatan yang menunjang 1
pelayanan bagi publik. ‘
Dimana pedoman dan ‘
checklist
delegasi

penyaluran ‘
masyarakat |
nantinya akan digunakan f‘
untuk kepentingan |
masyarakat luas yang |
akan datang ke DPR RI.

|

melakukan
kegiatan
pengumpulan
materi ini secara
konsisten.

Rapat
Sosialisasi di
Bagian
Upacara dan
PDM

ol o

Penjadwalan waktu
rapat ke bagian TU
Pembuatan
Undangan Rapat
Pelaksanaan rapat
Pembuatan laporan
singkat hasil rapat

Undangan Rapat
Daftar
kegiatan rapat

Laporan singkat

hasil rapat

hadir

—

Nilai akuntabilitas: nilai
dibuktikan
penulis dengan membuat |

‘ Berkontribusi
terhadap
Biro
yaitu

pertanggungjawaban ‘ terselenggaranya

.| penyaluran
yang penulis ' delegasi

misi
Protokol

akuntabel

dapat

ik Akuntabel:

tercermin dalam nilai
akuntabilitas  ASN,
dimana materi yang
dikumpulkan dalam
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pertanggungjawabkan, | masyarakat dan | kegiatan ini dapat
seperti membuat | zz‘sy:rl,‘eng?:g?;i: dipertanggungjawab
undangan, daftar hadir | keprotokolan kan oleh penulis.
dan  lapsing  yang | 2 Profesional:
membuktikan jika penulis | penulis mengerjakan
benar-benar | kegiatan ini dengan
melaksanakan rapat. | mengedepankan
Nasionalisme: ; nilai professional
Terutama tercermin dari I dimana penulis
nilai sila yang keempat | mengutamakan
yaitu musyawarah dan | kepentingan
mufakat. Penulis organisasi  terlebih
bermusyawarah dengan | dahulu,
jajaran unit upacara dan | dibandingkan
PDM agar menghindari‘ dengan kepentingan
kesalahan dalam pribadi dalam
pembuatan pedoman dan | berdiskusi  dengan
checklist penyaluran mentor dalam
delegasi masyarakat. menentukan materi
Etika Publik: ! mana yang akan
Tercermin dalam sikap -* dipilih.
penulis dalam berdiskusi 3. Integritas:
dalam rapat yang ‘ nilai integritas
mengedepankan  sikap ‘ tercermin dari
sopan dan santun dalam kegiatan ini, dimana
mengemukakan / penulis melakukan
pendapat terkait prosesl kegiatan




a. Pelayanan Publik:

yang akan dilakukan |
dalam pembuatan i
pedoman dan checklist.

4, Komitmen  Mutu:
Tercermin dalam kualitas |
diskusi rapat yang 1
diarahkan penulis sesuai |
dengan mutu yang ingin |
dicapai  dan  fokus |
sehingga target rapat

dapat terlaksana. ‘
5. Anti Korupsi:
Tercermin dalam ‘
pembuatan laporan |

singkat dan daftar hadir ‘
yang jujur dan sesuai |
dengan realisasi rapat, ‘
sehingga nilai-nilai |

kejujuran merupakan nilai ‘
yang diutamakan. |

Peran dan Kedudukan
ASN

Tercermin dalam
kegiatan ini yang

merupakan sebuah

pengumpulan materi
ini secara konsisten.
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kegiatan yang \
menunjang  pelayanan |
bagi publik. Dimana [
pedoman dan checklist |
penyaluran delegasi ’
masyarakat nantinya |
akan digunakan untuk .
kepentingan masyarakat |
luas yang akan datang{
ke DPR RI. |

|
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Alur kegiatan Aktualisasi

Belum optimalnya pelayanan penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat

.

Rapat Internal

- Penjadwalan rapat dengan staf TU
- Pembuatan undangan rapat

- Pelaksanaan rapat

- Pembuatan Laporan Singkat rapat

N

i Pengumpulan Materi

- Mengumpulkan dan meminta literatur kepada Jajaran Unit
Upacara dan PDM

- Membaca literatur yang berhubungan dengan rancangan
aktualisasi

A
\

J

' Pembuatan Desain Materi

J - Membuat desain dengan menggunakan MS. Word
/ - Membuat desain dengan menggunakan Canva

/

\

Rapat Sosialisasi

‘ - Penjadwalan rapat
! - Pembuatan undangan

/ - Pelaksanaan rapat
- Laporan rapat

S

Sudah optimalnya pelayanan penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat




B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

1. Rapat Internal di Bagian Upacara dan PDM

Kegiatan pertama ini dilakukan supaya mendapatkan persepsi
yang sama antara penulis, mentor dan juga staf di Bagian Upacara dan
PDM dalam kaitannya dengan Panduan dan Checklist. Hal ini berguna
agar terciptanya kesinambungan dalam hal pengertian terhadap Panduan
dan Checklist yang akan penulis buat. Kegiatan ini dilakukan pada hari
Senin, 29 Juli 2019 pada jam 15.00 WIB di Ruang rapat Bagain Upacara
dan PDM. Dengan adanya rapat ini, penulis dapat menyerap masukan
dan saran dari staf di Bagian Upacara dan PDM.

Gambar Kegiatan pertama

* Penjadwalan rapat internal
* pembuatan undangan
* Pelaksanaan rapat internal

n * Membuat pelaporan rapat

No. Nilai ANEKA Nilai Organisasi Peran dan Kedudukan
1 | Akuntabilitas Akuntabel Pelayanan Publik
2 | Nasionalisme Profesional :
3 | Etika Publik Integritas
4 | Komitmen Mutu
5 | Anti Korupsi

1.1 Tahapan Kegiatan
a. Penjadwalan rapat internal
Tahapan ini dilakukan dengan staf di bagian Upacara dan PDM
untuk mengetahui jadwal kegiatan yang ada di bagian Upacara dan
PDM. Hal ini di maksudkan agar pelaksanaan kegiatan rapat internal
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dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kegiatan lain yang sudah
terjadwal sebelumnya. Penjadwalan rapat intemnal dilakukan dengan
terlebih dahulu berkoordinasi dengan staf TU di bagian Upacara dan
PDM.

Penjadwalan dengan Staf TU
- i

b. Pembuatan Undangan

Setelah melakukan penjadwalan dengan staf tu, kemudian yang
dilakukan pada tahap selanjutnya adalah pembuatan undangan rapat.
Undangan rapat dimaksudkan untuk memastikan waktu rapat, tema
rapat, serta siapa-siapa saja yang akan hadir dalam rapat tersebut.
Realisasi kegiatan rapat internal sendiri berlangsung pada hari Jumat
tanggal 29 Juli 2019.

c. Pelaksanaan Rapat Internal

Rapat internal dilaksanakan dengan tujuan agar terciptanya
penyamaan persepsi terkait penerimaan dan penyaluran delegasi
masayarakat antara penulis dengan Bagia Upacara dan PDM
khususnya Analis Humas dan Protokol, Pranata Protokol, dan Petugas
Protokol. Dalam rapat ini penulis mempresentasikan poin-poin apa
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saja yang akan dilakukan guna terlaksananya proses aktualisasi yang
ada kaitannya dengan Bagian Upacara dan PDM. Output dari tahapan
ini berupa daftar hadir yang ditandatangani oleh semua peserta rapat
internal.

Pelaksanaan Rapat Internal

e——

d. Membuat Laporan Singkat Hasil Rapat

Tahapan terakhir dalam kegiatan rapat internal adalah membuat
laporan singkat Hasil rapat. Pembuatan laporan singkat berisikan
durasi rapat, isi rapat,dan realisasi peserta rapat. Pembuatan laporan
singkat hasil rapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan mentor,
sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Bagian Upacara dan
PDM.

1.2. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Terdapat lima nilai ASN yang tergambarkan dari kegiatan ini, yaitu:
a. Nilai akuntabilitas: nilai akuntabel dibuktikan penulis dengan
membuat  pertanggungjawaban yang dapat penulis
pertanggungjawabkan, seperti undangan, daftar hadir dan
lapsing yang membuktikan jika penulis benar-benar
melaksanakan rapat.
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Nasionalisme: Terutama tercermin dari nilai sila yang keempat
yaitu musyawarah dan mufakat. Penulis bermusyawarah
dengan jajaran unit upacara dan PDM agar menghindari
kesalahan dalam pembuatan pedoman dan checklist
penyaluran delegasi masyarakat.

Etika Publik: Tercermin dalam sikap penulis dalam berdiskusi
dalam rapat yang mengedepankan sikap sopan dan santun
dalam mengemukakan pendapat terkait proses yang akan
dilakukan dalam pembuatan pedoman dan checklist.

Komitmen Mutu: Tercermin dalam kualitas diskusi rapat yang
diarahkan penulis sesuai dengan mutu yang ingin dicapai dan
fokus sehingga target rapat dapat terlaksana.

Anti Korupsi: Tercermin dalam pembuatan laporan singkat dan
daftar hadir yang jujur dan sesuai dengan realisasi rapat,
sehingga nilai-nilai kejujuran merupakan nilai yang diutamakan.

1.3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang tergambarkan dari kegiatan ini,

yaitu :

a.

Akuntabel: tercermin dalam nilai akuntabilitas ASN, dimana
kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis dengan
membuat undangan, lapsing, dan daftar hadir.

Profesional: penulis mengerjakan kegiatan ini dengan
mengedepankan nilai professional dimana penulis
mengutamakan kepentingan organisasi terlebih dahulu,
dibandingkan dengan kepentingan pribadi dalam berdiskusi
dengan jajaran pegawai di Unit Upacara dan PDM.

Integritas: nilai integritas tercermin dari kegiatan ini, dimana
penulis melakukan kegiatan ini secara konsisten.
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1.4. Peran dan Kedudukan ASN
Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang tercermin dalam
kegiatan ini, yaitu Pelayanan Publik. Pelayanan Publik tercermin
dalam kegiatan ini yang merupakan sebuah kegiatan yang
menunjang pelayanan bagi publik. Dimana pedoman dan checklist
penyaluran delegasi masyarakat nantinya akan digunakan untuk
kepentingan masyarakat luas yang akan dating ke DPR RI.

2. Mengumpulkan Bahan Panduan dan Checklist
Dalam rangka pembuatan panduan dan checklist penerimaan

delegasi masyarakat yang baik, langkah kedua yang dilakukan penulis
adalah mengumpulkan dan mencari literatur yang nantinya akan
dijadikan panduan penulis dalam membuat bahan panduan dan checklist
penyaluran delegasi masyarakat. Untuk dapat melakukan kegiatan
tersebut, penulis melakukan dua tahapan, yaitu:

1N Mengumpulkan dan
meminta materi

P& * Membaca Materi

No. Nilai ANEKA Nilai Organisasi Peran dan Kedudukan
1 | Akuntabilitas Akuntabel Pelayanan Publik
2 | Nasionalisme Profesional 1
3 | Etika Publik Integritas i
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2.1 Tahapan Kegiatan
a. Mengumpulkan dan Meminta Materi

Pada kegiatan kedua yaitu pengumpulan bahan panduan
dan checklist penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat,
tahapan pertama adalah meminta bahan penyaluran delegasi
masyarakat. Pengumpulan bahan dilakukan melalui buku-buku
terkait DPR dan SOP Penyaluran Delegasi Masyarakat. Bahan-
bahan didapatkan setelah berkonsultasi sebelumnya dengan
mentor yang lebih lama dan berpengalaman dalam menangani
penyaluran delegasi masyarakat di DPR RIl. Mentor tentunya
dapat memilih materi yang relevan agar bahan panduan checklist
dapat terkumpul dengan baik.

b. Membaca Materi yang Berhubungan dengan Rancangan

Aktualisasi

Setelah diminta dan dikumpulkan, tahapan kegiatan lainnya
adalah membaca literatur yang terkait penyaluran delegasi
masyarakat di DPR RI. Tahapan ini dilakukan dengan penuh
ketelitian agar menghindari kesalahan dalam pembuatan panduan
dan checklist penyaluran delegasi masyarakat. Tahapan ini juga
dilakukan dengan berkonsultasi dengan mentor agar menghindari
kesalahan interpretasi.

2.2 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Nilai-Nilai dasar ASN yang diiimplementasikan pada kegiatan
menyusun penyusunan pedoman dan checklist penyaluran
delegasi masyarakat, yaitu akuntabilitas, komitmen mutu,
nasionalisme dan etika publik, yang akan dijabarkan sebagai
berikut:
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a. Nilai akuntabilitas: Tercermin dari tahapan permintaan dan

pengumpulan materi, yaitu menggunakan literatur yang
sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

. Nilai nasionalisme: Pengumpulan materi juga dilakukan dengan

berkoordinasi dengan mentor sehingga juga memiliki nilai
nasionalisme khususnya sila ke empat, yaitu musyawarah dan
mufakat.

. Nilai etika publik: Tercermin dalam sikap penulis dalam

berdiskusi dengan mentor, penulis mengedepankan sikap
sopan dan santun dalam membuat janji dan berdiskusi
mengenai bahan apa saja yang akan dijadikan materi dalam
pembuatan pedoman dan checklist.

2.3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang tergambarkan dari kegiatan ini,

yaitu:

a.

Akuntabel: tercermin dalam nilai akuntabilitas ASN, dimana
materi yang dikumpulkan dalam kegiatan ini dapat
dipertanggungjawabkan oleh penulis.

Profesional: penulis mengerjakan kegiatan ini dengan
mengedepankan nilai professional dimana penulis
mengutamakan kepentingan organisasi terlebih dahulu,
dibandingkan dengan kepentingan pribadi dalam berdiskusi
dengan mentor dalam menentukan materi mana yang akan
dipilih.

Integritas: nilai integritas tercermin dari kegiatan ini, dimana
penulis melakukan kegiatan pengumpulan materi ini secara
konsisten.
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2.4. Peran dan Kedudukan ASN

Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang tercermin dalam
kegiatan ini, yaitu Pelayanan Publik. Pelayanan Publik tercermin
dalam kegiatan ini yang merupakan sebuah kegiatan yang
menunjang pelayanan bagi publik. Dimana pedoman dan checklist
penyaluran delegasi masyarakat nantinya akan digunakan untuk

kepentingan masyarakat luas yang akan datang ke DPR RI.

3. Pembuatan Desain Panduan dan Checklist

Tidak kalah pentingnya dengan kegiatan lain, pembuatan desain
panduan dan checklist penyaluran delegasi masyarakat merupakan
sebuah kegiatan yang penting untuk dilakukan agar desain yang nanti
telah dibuat menarik dan mudah dipahami, baik oleh Analis Humas dan
Protokol, maupun oleh masyarakat. Kegiatan ini sendiri mengedepankan
nilai komitmen mutu, karena tanpa desain yang memiliki mutu yang baik,
seluruh kegiatan ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Kegiatan ini

sendiri dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1 K Membuat desain dengan
menggunakan MS. Word

* Membuat desain dengan
menggunakan Canva

No. | Nilai ANEKA Nilai Organisasi Peran dan Kedudukan
1 | Akuntabilitas Akuntabel Pelayanan Publik

2 |Nasionalisme | Profesional ! (S
3 | Etika Publik Integritas
4 | Komitmen Mutu
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3.1. Tahapan Kegiatan

a. Membuat Desain dengan menggunakan MS. Word

Sebagai tahapan awal dalam membuat desain, akan terlebih
dahulu dibuat dengan menggunakan MS. Word guna menghindari
kesalahan dalam desain yang kemudian akan dibuat
menggunakan aplikasi lainnya. Setelah desain dengan
menggunakan MS. Word dibuat, desain akan disampaikan kepada
mentor untuk mendapatkan persetujuan.

b. Membuat Desain dengan menggunakan Canva

Setelah desain dengan menggunakan MS. Word dimulai,
dibuat desain dengan menggunakan aplikasi Canva. Pembuatan
desain ini dikonsultasikan kepada mentor agar menghindari
kesalahan. Tahapan kegiatan ini juga mengedepankan nilai
komitmen mutu dalam pelaksanaannya.

3.2 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Nilai-Nilai dasar ASN vyang diimplementasikan pada kegiatan

Penyusunan pedoman dan checklist penyaluran delegasi masyarakat,

yaitu: akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme dan etika publik,

yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Nilai akuntabilitas: Tercermin dari tahapan membuat desain, baik
menggunakan MS. Word ataupun Canva, yang penulis dapat
pertanggungjawabkan.

b. Nilai nasionalisme: Pengumpulan materi juga dilakukan dengan
berkoordinasi dengan mentor sehingga juga memiliki nilai
nasionalisme khususnya sila ke empat, yaitu musyawarah dan
mufakat.

c. Nilai etika publik: Tercermin dalam sikap penulis dalam berdiskusi
dengan mentor, penulis mengedepankan sikap sopan dan santun
dalam membuat janji dan berdiskusi mengenai bahan apa saja
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yang akan dijadikan materi dalam pembuatan pedoman dan
checklist.

Komitmen mutu: kegiatan ini sangat mengedepankan nilai
komitmen mutu karena dengan pengerjaan yang efektif dan
efisien, mutu desain yang baik akan dihasilkan. Komitmen mutu

juga dijaga dengan mendiskusikan desain pedoman dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat dengan mentor.

3.3. Penguatan Nilai Organisasi

3.4.

Terdapat tiga nilai organisasi yang tergambarkan dari kegiatan ini,

yaitu:

a.

Akuntabel: tercermin dalam nilai akuntabilitas ASN, dimana
materi yang dikumpulkan dalam kegiatan ini dapat
dipertanggungjawabkan oleh penulis.

b. Profesional: penulis mengerjakan kegiatan ini dengan
mengedepankan nilai professional dimana penulis
mengutamakan kepentingan organisasi terlebih dahulu,
dibandingkan dengan kepentingan pribadi dalam berdiskusi
dengan mentor dalam menentukan materi mana yang akan
dipilih.

c. Integritas: nilai integritas tercermin dari kegiatan ini, dimana
penulis melakukan kegiatan pengumpulan materi ini secara
konsisten.

Peran dan Kedudukan ASN

Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang tercermin dalam

kegiatan ini, yaitu Pelayanan Publik. Pelayanan Publik tercermin

dalam kegiatan ini yang merupakan sebuah kegiatan yang

menunjang pelayanan bagi publik. Dimana pedoman dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat nantinya akan digunakan untuk

kepentingan masyarakat luas yang akan datang ke DPR RI.
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e. Rapat Sosialisasi di Bagian Upacara dan PDM

Setelah desain dibuat, dan output dari aktualisasi ini terealisasi,
kegiatan selanjutnya adalah rapat sosialisasi di Bagian Upacara dan
PDM. Rapat sosialisasi diperlukan agar jajaran pegawai di Unit Upacara
dan PDM mengetahui bagaimana bentuk dari panduan checklist
penyaluran delegasi masyarakat agar menghindari kesalahan. Adapun
kegiatan ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

* Penjadwalan rapat sosialisasi
* Pembatan Undangan
* Pelaksanaan rapat internal

n * Membuat pelaporan rapat

No. | Nilai ANEKA Nilai Organisasi Peran dan Kedudukan
1 | Akuntabilitas Akuntabel Pelayanan Publik
2 | Nasionalisme Profesional ?
3 | Etika Publik Integritas |
4 | Komitmen Mutu 3'
5 | Anti Korupsi

4.1 Tahapan Kegiatan
a. Penjadwalan rapat internal

Tahapan ini dilakukan dengan staf di bagian Upacara dan
PDM untuk mengetahui jadwal kegiatan yang ada di bagian
Upacara dan PDM. Hal ini di maksudkan agar pelaksanaan
kegiatan rapat internal dapat dilaksanakan tanpa mengganggu
kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya. Penjadwalan
rapat internal dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi
dengan staf TU di bagian Upacara dan PDM.
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a. Pembuatan Undangan
Setelah melakukan penjadwalan dengan staf tu, kemudian
yang dilakukan pada tahap selanjutnya adalah pembuatan
undangan rapat. Undangan rapat dimaksudkan untuk memastikan
waktu rapat, tema rapat, serta siapa-siapa saja yang akan hadir
dalam rapat tersebut. Realisasi kegiatan rapat internal sendiri
berlangsung pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019.

b. Pelaksanaan Rapat Internal

Rapat internal dilaksanakan dengan tujuan agar terciptanya
penyamaan persepsi terkait penerimaan dan penyaluran delegasi
masayarakat antara penulis dengan Bagia Upacara dan PDM
khususnya Analis Humas dan Protokol, Pranata Protokol, dan
Petugas Protokol. Dalam rapat ini penulis mempresentasikan
poin-poin apa saja yang akan dilakukan guna terlaksananya
proses aktualisasi yang ada kaitannya dengan Bagian Upacara
dan PDM. Output dari tahapan ini berupa daftar hadir yang
ditandatangani oleh semua peserta rapat internal.

Rapat Sosialisasi
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c. Membuat Laporan Singkat Hasil Rapat

Tahapan terakhir dalam kegiatan rapat internal adalah

membuat laporan singkat Hasil rapat. Pembuatan laporan singkat

berisikan durasi rapat, isi rapat,dan realisasi peserta rapat.

Pembuatan laporan singkat hasil rapat dikonsultasikan terlebih

dahulu dengan mentor, sebelum mendapatkan persetujuan dari

Kepala Bagian Upacara dan PDM.

4.2. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Terdapat lima nilai ASN yang tergambarkan dari kegiatan ini, yaitu:

a.

Nilai akuntabilitas: nilai akuntabel dibuktikan penulis dengan
membuat  pertanggungjawaban yang dapat penulis
pertanggungjawabkan, seperti membuat undangan, daftar
hadir dan lapsing yang membuktikan jika penulis benar-benar
melaksanakan rapat.

Nasionalisme: Terutama tercermin dari nilai sila yang keempat
yaitu musyawarah dan mufakat. Penulis bermusyawarah
dengan jajaran unit upacara dan PDM agar menghindari
kesalahan dalam pembuatan pedoman dan checklist
penyaluran delegasi masyarakat.

Etika Publik: Tercermin dalam sikap penulis dalam berdiskusi
dalam rapat yang mengedepankan sikap sopan dan santun
dalam mengemukakan pendapat terkait proses yang akan
dilakukan dalam pembuatan pedoman dan checklist.
Komitmen Mutu: Tercermin dalam kualitas diskusi rapat yang
diarahkan penulis sesuai dengan mutu yang ingin dicapai dan
fokus sehingga target rapat dapat terlaksana.

Anti Korupsi: Tercermin dalam pembuatan laporan singkat dan
daftar hadir yang jujur dan sesuai dengan realisasi rapat,
sehingga nilai-nilai  kejujuran merupakan nilai yang
diutamakan.
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4.3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang tergambarkan dari kegiatan ini,

yaitu:

a.

Akuntabel: tercermin dalam nilai akuntabilitas ASN, dimana
kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis dengan
membuat undangan, lapsing, dan daftar hadir.

Profesional: penulis mengerjakan kegiatan ini dengan
mengedepankan  nilai  professional dimana  penulis
mengutamakan kepentingan organisasi terlebih dahulu,
dibandingkan dengan kepentingan pribadi dalam berdiskusi
dengan jajaran pegawai di Unit Upacara dan PDM.

Integritas: nilai integritas tercermin dari kegiatan ini, dimana
penulis melakukan kegiatan ini secara konsisten.

4.4. Peran dan Kedudukan ASN
Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang tercermin dalam

kegiatan ini, yaitu Pelayanan Publik. Pelayanan Publik tercermin

dalam kegiatan ini yang merupakan sebuah kegiatan yang

menunjang pelayanan bagi public. Dimana pedoman dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat nantinya akan digunakan untuk
kepentingan masyarakat luas yang akan datang ke DPR RI.

. Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Aktualisasi
Pihak yang terlibat dalam aktualisasi ini terdiri atas pihak internal yaitu :

Internal Eksternal

e Analis Humas dan Protokol * Masyarakat yang mendapatkan pelayanan
Staf Penyaluran Delegasi dari  bagian  Penyaluran  Delegasi

Masyarakat

Masyarakat
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D. Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan

: Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak
No Kegiatan diakukan
Rapat dengan jajaran Bagian | Tidak adanya kejelasan dalam apa yang
1 Upacara dan Penyaluran Delegasi harus dilakukan oleh Analis Humas dan
Masyarakat Protokol
9 Mengumpulkan materi-materi terkait | Tidak terkumpuinya materi terkait DPR
DPRRI RI
Membuat Desain infografis Panduan | . .
3 dan checklist penermaan delegasi :;g;ams;snu:'gya gEatae dahgai
masyarakat y
Koordinasi dengan Kabag dan | . . -
4 |Kasubag fterkat hasil desain | |loox belaanmya Sl L
infografis 9 =
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E. Time Schedule

Jutl AGUSTUS
KEGIATAN

22 23 24 % 28 27 28 29 30 N 1 2 3 4 L] L] T 8 9 10 1 12 ‘ 13 14 15 18 7 18

Rapat internal }
di Bagian
Upacara dan \
PDM

Penjadwalan
rapat intemal |

Pembuatan |
Undangan

Pelaksanaan '
rapat internal

Membuat
laporan rapat

Mengumpulka

n bahan
Panduan dan ‘
Checklist |

Mengumpulka |
n dan meminta ‘
materi

Membaca
materi

Pembuatan
desain
panduan dan
checklist

Membuat
desain dengan
ms.word

Membuat
desain dengan
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canva

12

Rapat
sosialisasi di
Bagian
Upacara
PDM

dan

13

Penjadwalan
rapat
sosialisasi

14

Pembuatan
undangan

15

Pelaksanaan
rapat

16

Membuat
laporan rapat

Keterangan:
[  Rancangan

B | Pelaksanaan

| Akhir Pekan

P
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BAB llI

PENUTUP
A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi merupakan bentuk pembelajaran bagi penulis
dalam menjalankan kegaitan di lingkungan kerja Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI khusunya di Bagian Upacara dan Penyaluran
Delegasi Masyarakat. Melalui aktualisasi ini pula penulis dapat
merelasisasikan nilai-nilai dasar ASN vyaitu ANEKA (Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi).

Dalam menjalankan aktualisasi ini, penulis mencoba merealisasikan
Panduan dan Checklist penerimaan dan penyaluran delegasi masyrakat.
Dengan adanya Panduan dan Checklist penerimaan dan penyaluran
delegasi masyarakat ini diharapkan seluruh staf di Bagian Upacara dan
PDM dapat menggunakan panduan dan checklist tersebut dalam
melayani delegasi masyarakat khususnya kepada analis humas dan
protokol yang berada di Bagian Upacara dan PDM.

Panduan dan checklist ini dapat juga digunakan untuk membantu
memudahkan penerimaan dan penyaluran delegasi terkait permasalahan
yang masyarakat ceritakan. Sehingga masyarakat yang dating dapat
diarahkan sesuai dengan permasalahannya masing-masing.

B. Rekomendasi

Panduan dan Checklist penerimaan dan penyaluran delegasi masayrakat
ini masih memiliki banyak kekurangan. Diharapkan kekurangan yang
masih ada ini dapat disesuaikan di dalam berjalannya penerimaan dan
penyaluran delegasi masyarakat. Dan diharpkan pula Panduan dan
Checklist ini dapat disempurnakan dalam pelaksanaannya sehingga
panduan dan checklist ini dapat membantu kinerja pelayanan terhadap
masyarakat menjadi lebih baik lagi.
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LAMPIRAN

A. Lampiran Dokumen

1. Kegiatan Pertama

Undangan Rapat Internal

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021

\84  pro2orete
: Penting

: Segera
2 1 (Satw)
* Rapat Koordinasi

1 Yth.
Terlampir)
at Jenderal dan Badan keahlian DPR RI

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Staf Ba
akan melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Akualisasi
Dasar CPNS Angkatan 11.

Schubungan  dengan  hal terscbut, kami
Bapak:Ibu pada Acara Rapat Koordinasi yang akan d

< Senin, 29 Juli 2019
¢ 15.00 WIB

51



Tanda Terima Undangan Rapat Internal

3. [ Andy Ermio

4. | Tarsa Priono

5. | Bambang Ari Pramono, S.E

ey

7. | Dian Yunita Sari

8 | Muhammad Rosadi

9. | Budhy Cahyono

m; s_obur

41 M Ridho Prabowo, S.1Kom | PPNPN

2| Gayatri Sekar Taji. S Sos
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Daftar Hadir Rapat Internal
ghrarieine-

JLN. mmmw
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423, z"

DAFTAR HADIR
HarifTanggal ~ Senin, 29 Juli 2019
Pukul © 15.00 WIB sid Selesai
Acara - Rapat Koordinasi Pembahasan Pm
Tempat © Ruang Rapat Bagian Upacara dan m .
%'—Tmmmw Ao ; | JABATAN :
A S A e N S 5
: Furcony Putri Syakura, S H . | Kepala Bagian Upacara |
= MH., MKn | dan PDM
Ade Efendi. S Sos MM |’ Kasubbag Penyaluran
' Delegasi Masyarakat
lawai, SE MM *-mmwpm
Andy Errio T Anei P
- Protokol
Tarsa Priono : " Analis Humas dan
Protokol o
Affy Ihsan Takfim Kusuma | Analis Humas dan
Protokol
Bambang Ari Pramono, SE | Pranata Acara T

s - A Pranata Acare

Dien Yunita Sari | Pengelola Data
-8 ‘Muhammad Rosadi

53



Laporan Singkat Rapat Internal
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2. Kegiatan Pengumpulan Materi

Website dpr.go.id
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BANAN ANGGARAN
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3. Kegiatan Pembuatan Desain

[« 5

Mode Layout Layout

.

e

7S 8
Read Prnt  Web

NSETT

] Outtne

Dnft

Pembuatan gambaran dengan word

GAMEARAN PANDUAN DAN CHECELIST - Mcrowaft Werd
DESGN PAGE LAVOUT REFEREMNCES

MARLINGS REVEW VIEW
« Ruter q %y [l OnePage -i 1 ™ D View Side by Side o= =)
Grichne B 11 Mutiple Pages - ¥
Zoom 109% _ New Aminge Spldt Swich  Maoos
Nawvigation Pane L Page Wadth Window Al Windows - p
Show ;

o Winaw Maaoy
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Panduan Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

DPRRI

FUNGSI LEGISLASI

+ Menyunan Progies Legiiay Nassona' (Prosegogs |

+ Menyusun dan membshas Rancangan Undang-Undang (UL}

+ Monerma RUL yang thagskan oieh DPD (terkait otonomy dacrah, hutungan
Pusal Gan daeah pemOerlaaan Semeksan G40 peaggEiungsn dserah
pengerasn SDA dan SDE ‘& riys, S-Ta Peiibangen AUATE pusat Gan
daeratv)
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Checklist Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

| SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONE SIA
JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE - wwwav dpr go.id

Checklist Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

Hari

Tanggal 3 - -2019

Jam . wiB

Asal Delegasi : ke:::::;:‘n :2.Ketornpok 3. Perorangan “eges:mucan
No. Hp Delegasi

Jumlah Delegasi t Orang

Permasalahan

Penerima Delegasi

Analisis
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4. Kegiatan Rapat Sosialisasi
Undangan Rapat Sosialisi

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 571

82 /PT.O2/082019
: Penting

: Segera

2 1 (Satu)

: Rapat Koordinasi

(Duﬂu- Terlampir)
- Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian DPR RI
- Di Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Staf Bagian
akan melaksanakan Fvaluasi Pelaksanaan Aktualisasi dllam
Dasar CPNS Angkatan 11.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meng
Bapak/Ibu pada Acara Rapat Koordinasi yang akan dila

Hari. tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019

Waktu : 15.00 WIB

Acara © Sosialisasi Panduan dan Che
dan Penyaluran Dcm

Tempat Jpa

-\.".‘..‘. I - i ‘l

60



Tanda Terima Undangan Rapat Sosialisasi

' LAMPIRAN DAFTAR UNDANGAN
/PT.02/08/2019

JABATAN

Kasubbag
Penyaluran Delegasi Masyarakat

Kasubbag Upacara

Analis Humas dan Protokol

Analis Humas dan Protokol

Pranata Acara

Pranata Acara

Pengelola Data

Petugas Protokol
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3 POS 10270
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE ’
~ TELP. (021) 5715 349 FAX. (021}5715423!5715925.“”“'5 - www.dpr.go.id

EA
DAFTAR HADIR
Rabu, 28 Agustus 2019
© 15.00 WIB s/d Selesai
: Rapat Koordinasi Pembahasan Panduan dan Checklist
Ruang Rapat Bagian Upacara dan PDM

T NAMA e 'ij?m' —— TANDATANGAN
| Furcony Putri Syakura, SH, | Kepala Bagian Ubacé}a_"_ T
M.H., M.Kn | dan PDM ! ’
\de $80s. MM | Kasubbag Penyaluran
18 Delegasi Masyarakat RS
| lkawati, SE_ MM | Kasubbag Upacara | 5
i - e F ..........
| Andy Errio " |Analis Humas dan |
= Protokol LR o\ /H
arsa Priono | Analis Humas dan o
' Protokol
% 2 } DEE AR
i Ihsan Takfim Kusuma | Analis Humas dan
i Protokol

7. [Bambang Ari Pramono, SE | Pranata Acara
T |

i ~ I pranata Acara 7
| Pengelola Data
“ Petugas Protokol
Petugas Protokol
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¥ TELR: «m; 5715 349 FAX_ (021) 5715 423/ 5715 m.m
LAPORAN SINGKAT

PENYALURAN DELEGASI m'mwcm

B L e T T

I A

- Rabu, 28 Agustus 2019

:15.00 WiB !

: Ruang Rapat bagian Upacara dan PDM
: Terlampir

PENDAHULUAN
Rmat dibuka pada pukul 15.00 WIB

FDKOK-POKOK PEMBAHASAN

" 1. Rapat dibuka oleh Ibu Furcony Putri Syakura, SH.. MH_,
2. Pembacaan Doa.
3. Sosialisasi Panduan dan Checklist penerimaan ﬁn

~ delegasi masyarakat. _
- 4. Saran dan Masukan terkait Evaluasi Pelaksanaan Ak

63



B. Lampiran Foto Delegasi
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Lampiran Checklist

69



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia PESERTA .

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN I
TAHUN 2019

Nama . Affy lhsan Takfim Kusuma Nama Coach : Agus Supriyono, S.S., MAA.P
Instansi  : Setjen dan BK DPRRI
NIP. 19921128 201903 1 001

“ownoreon
2077 {20 | Qotonew \osohan | Booms \0y| angea 44 Im
i 2 ” Divogieoin
2 [27(80 209 | Rarw \oyoron Uotend v | e wital NI
~ LS
3 122l 200 [fewbuokan €T | Conem\oom| QgERE /7ﬂk/
|
- | |
5 |
> | J
| 6 | i \
| | | I
|7 | | | |
} ! '
| 8 |
S |
| 9 | |
| 10 l \
- | |
| 11 | - 1
| L |
12 | Dst. I :
(*) Pembimbingan yang sah Kepala Bidang Pelaksanaan
adalah pembimbingan yang Pusdikiat Setjen dan BK DPR Rl

ditandatangani oleh Coach

o

Rusmanto, i\H., MH



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MENTOR

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....

TAHUN 2019
Nama . Ridha Khoirunnisa Nama Mentor : Agus Supriyono, S.S., MAP.
Instansi : Setjen dan BK DPR Rl

NIP.

TR B

: 199112222019032001

el EL T3]

o Koordina@  Alur | Bertemo agar .
1 /? /2019 Sura langsung | ditindatlanori e
G Keordinag tindak | Bertemo rooratic o
5 /3 /2019 lanjvt  Infoarati¢ langSung b, = |
g ReNi n n Rersemu a9er Airevia —~
| /%/9*0“9 Cdratd) Yooca gis Catw Gitn % f—
22 devie  \ngosrapis | periamu di - -
_ _ - Rl
4 /g [2000 (dra€t ) lanssung e lf\/—(}:'
| ACC n : v i0foex At ; T
b1 foor 3 mv Afis
5 2 /B /10\9 1 ARWiyg ok 6Q‘{‘.‘z’q’\ atung di AC t‘&
° |
7
!
8 |
9
10
11 |
12 | |
- | %
13 | §
14 | Dst .. |
1

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor
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Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MENTOR

KARTU KENDALI

| PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISAS! ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN I

TAHUN 2019

Nama . Affy lhsan Takfim Kusuma
Instansi : Setjen dan BK DPR Rl
NIP. : 19921128 201903 1 001

Nama Mentor :Ade Efendi, S.Sos., M.M.

| 26 / = / 20.9) quing\‘ﬁndwh Aan \Oy\oxwﬁ mtmu.. q
BRIl =
3 i ‘?.,0/1 ) q,o\‘j | \@&c\\mﬂg:\a‘u\?pm:-ﬂ \OW)\‘“‘? QQ!\'::‘;}::“—” W/
4 | glaos |eosdws wolent \orgrv) e&"@z¢° ﬁ/
| : - ' T |
A %/ Gf%u)) ‘\L%”‘\V‘ Cordr \ovake-9 w\:’» L] w‘/z/
6 | Vlgl g [eoodias Kowt | lamien | woter | 4
} 7 |8 1ot» [orkimi e Lo | o | /&71
‘ 8 |1 /‘D [ a\G Ne  \oyp ©ow \om kve %T\:f: f-/
L |
10 | |
i 11 o ,\ |
2 | | | i
14 | Dst .. i |
= |

(*)

Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor



